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MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

“Keberhasilan adalah sebuah proses, niatmu adalah awal keberhasilan. Peluh

keringatmu adalah penyedapnya. Tetesan air mata matamu adalah pewarnanya.

Do’amu dan do’a orang-orang disekitarmu adalah bara api yang

mematangkannya. Kegagalan disetiap langkahmu adalah pengawetnya, Maka dari

itu bersabarlah, ALLAH SWT selalu menyertai orang-orang yang penuh dengan

kesabaran dalam proses menuju keberhasilan. Sesungguhnya kesabaran akan

membuatmu mengerti bagaimana cara mensyukuri arti sebuah keberhasilan”

Sesungguhnya bersama kesukaran dan keringanan. Karena itu bila kau telah
selesai (mengerjakan yang lain). Dan kepada Tuhan, berharapnya ( Q.S Al-

Insyirah ayat:6-8)

Persembahan

Setiap ketikan ini adalah wujud dari keagungan dan kasih sayang yang di berikan
oleh ALLAH SWT kepada umat-NYA.

Setiap detik waktu dalam memyelesaiakan Skripsi ini merupakan hasil getaran
do’a kedua orang tuaku, istri dan ketiga putraku dan juga saudaraku.

Setiap pancaran semangat dalam menyelesaikan skripsi ini merupakan dorongan
dan dukungan dari sabat sahabatku tercinta

Skripsi ini sebagai persembahan untuk :
Orang Tuaku, Istri dan Ketiga putraku juga Keluarga Tercinta
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ABSTRAK

Yudi Permana, 201110115106, Solusi, Permasalan, Daluwarsa, Gugatan
Pemutusan, Hubungan, Kerja (studi kasus putusan  Mahkamah Agung Nomor
120/Pdt.Sus/2011)
Kata kunci : Daluwarsa Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja

Bila membaca Undang-Undang Ketenagakerjaan secara sempit muncul
pendapat bahwa semua kasus Pemutusan Hubungan Kerja telah daluwarsa bila
dalam satu tahun tidak digugat ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).
Perdebatan tentang daluwarsa Pemutusan Hubungan Kerja sampai saat ini masih
terus bergulir di antara praktisi hubungan industrial. Karena itu, diskusi tentang
daluwarsa pengajuan gugatan permsalahan Pemutusan Hubungan Kerja makin
menarik manakala perdebatan itu menelisik ketentuan hukum yang saling bertolak
belakang.

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan
Majelis Hakim pada Mahkamah Agung dan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor
012/PUU-1/2003 bila dikaitkan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor
120/Pdt.Sus/2011 dan kedudukna Hukum Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2004 yang dijadikan dasar Hukum untuk menolak gugatan Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK) yang pengajusannya melebihi1 (satu) tahun. Untuk
Meneliti hal tersebut penulis menggunakan metode hukum normative artinya yang
menekankan pada penggunaan data sekunder dan menggunakan pendekatan
perundang-undangan dengan mengacu kepada aturan hukum yang berlaku serta
penerapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Hasil penelitian ditemukan bahwa penerapan putusan Mahkamah
Konstitusi nomor 012/PUU-1/2003 Tentang Permohonan Pengajuan Undang-
Undang Nomor: 13 Tahun 2003 masih lemah terutama dalam pemaham isi dari
putusan Mahkamah Konstitusi nomor 012/PUU-1/2003. Faktanya peraturan dan
penegak hukum belum sepenuhnya melindungi hak-hak pekerja. Hal tersebut
terlihat bahwa dalam memutus perkara terhadap permasalahan Pemutusan
Hubungan Kerja, majelis hakim tidak memperhatikan putusan Mahkamah
Konstitusi nomor 012/PUU-1/2003 dan menolak gugatan dengan alasan
daluwarsa. Selain itu seharusnya diakukan upaya hokum luar biasa agar
mendapatkan kepastian hukum terhadap putusan Mahkamah Agung yang isinya
terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

(Kesimpulan dan saran) penolakan gugatan tersebut tentunya
bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 012/PUU-1/2003.
Semestinya gugatan tersebut tidaklah ditolak karena daluwarsa tersebut sudah
dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Untuk memastikan adanya kepastian
hokum maka harus ditempuh upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali
terhadap putusan Mahkamah Agung.

Pembimbing
Burhanuddin Hasan, SH, MH.
Jaingin Tambunan, SH, MH.
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